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Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field Research) tentang 
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri 
Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi kasus di KUA 
Surabaya)". Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban mengenai bagaimana 
efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 
tentang pencatatan nikah di KUA Surabaya. Dan Bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 
tahun 2007 tentang pencatatan nikah. 
Data penelitian di himpun melalui teknik interview secara langsung dengan 
Kepala KUA Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonokromo, dan Kecamatan 
Simokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik 
analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis untuk menggambarkan 
secara jelas permasalahan tentang Tinjaun Hukum Islam Terhadap Efektivitas 
Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Pencatatan Nikah (Studi di KUA Surabaya). Dengan menggunakan pola pikir 
deduktif, yaitu dengan memaparkan segala teori yang bersifat umum tentang 
taklik talak dalam Hukum Islam. 
Pasal 24 ayat 2 PMA No.11 tahun 2007 yang mengatakan bahwa isteri bisa 
mengajukan ke pengadilan jika suami menolak untuk membaca sighat taklik 
talak, untuk saat ini kurang efektif. Dalam prakteknya membaca sighat taklik 
talak saat pernikahan tidak di lakukan oleh sebagian suami, karena dapat 
mengganggu kesakralan pernikahan. Menurut pendapat kepala KUA di Surabaya 
juga membaca taklik talak bukan merupakan kewajiban, yang terpenting adalah 
suami isteri tersebut sudah sepakat. Kurang efektifnya pasal 24 ayat 2 tersebut, 
menurut hukum Islam yang penulis kemukakan ternyata tidak menjadi suatu 
permasalahan. Karena masalah pembacaan sighat taklik talak tidak ada dalil 
dalam Al-Quran maupun hadist yang mengaturnya secara rinci. Bahkan dalam 
ulama Madzhab pun tidak ada yang membahas, karena memang taklik talak 
bukan merupakan kewajiban dalam pernikahan. Yang terpenting di dalam talak 
adalah niat atau maksud dari yang melakukan, bukan dari ucapannya. Begitu pula 
dengan masalah taklik talak yang konteksnya sama 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai saran yang 
perlu di cantumkan yakni: sebaiknya pemerintah khusunya dari menteri agama 
segera merevisi peraturan tentang taklik talak. Karena dalam kondisi saat ini 
peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi. Mulai dari 'iwadh sampai keharusan 
untuk membaca. Apalagi salah satu pasal dalam PMA No.11 tahun 2007 sudah 
tidak dipakai lagi. Untuk itu, pemerintah harus lebih memperhatikan materi 
sighat taklik talak, sehingga bisa relevan untuk saat ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai 
jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian 
hidupnya. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan 
manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk 
keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi 
kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya 
mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai 
hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur 
sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.1 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seeorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut memberikan arti bahwa 
perkawinan itu bukan hanya mengikat secara hukum saja, bahkan sampai 
lahiriyah seseorang tersebut. 
Jika di lihat dari hukum Islam, pengertian (ta’rif) perkawinan menurut 
pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: akad yang sangat 
                                                          
1 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Yogyakarta: Teras, 
2011), 29 

































kuat atau mitsaaqaan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti 
melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang 
dapat di laksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat.2 Sedangkan bila di 
lihat dari segi fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari 
hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antar sesama manusia. 
Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut Fiqih 
munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal 
nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. 3 
Al-Qur’an seringkali mengungkapkan tujuan-tujuan yang bersifat 
batiniyah dari perkawinan seperti ketentraman jiwa yang timbul melalui 
jalinan kasih sayang dan cinta antara suami istri. Karena dalam hidup 
berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir 
batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan 
pada ketenangan ibadah. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat ar-
Rum ayat 21 : 
                                
                     
 
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
                                                          
2 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2016), 43 
3 Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia  (Jakarta:Kencana Prenada 
Media Group, 2013), 68 

































Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir”.4 
 
Tujuan dari adanya ketentraman jiwa yang timbul melalui jalan kasih 
sayang dan cinta adalah untuk membuat keluarga tersebut perkawinannya 
bisa abadi. Maksud dari perkawinan abadi, bukan untuk sementara waktu 
kemudian di putuskan, karena dengan demikian dapat mendirikan rumah 
tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam 
masyarakat.5 Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus di karenakan 
kematian dan perceraian. Perceraian hanya di benarkan penggunaanya dalam 
keadaan darurat untuk tidak menimbulkan madharat yang lebih besar, karena 
itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan.6 
Masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga dan berujung dengan 
perceraian biasanya di picu karena salah satu pihak entah itu suami maupun 
istri meninggalkan kewajibannya. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga 
adalah satu-kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Apabila ada salah satu 
pihak yang tidak mau melaksanakan dan menjaga kewajiban maka 
kemugkinan besar rumah tangga tersebut akan hancur. 
Dalam KHI pasal 114 menerangkan bahwa putusnya perkawinan yang 
di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan 
gugatan perceraian. Menurut istilah, talak adalah melepaskan tali 
pernikahan. Imam al-Haramain berkata, “ talak adalah lafadz jahiliyah yang 
                                                          
4 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Putra Sejati Raya, 2003), 644 
5 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), 110 
6 Hilman Adikusuma, Hukum Perkawinan Adat  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 170 

































di akui dan disahkan dalam Islam.”7 Talak ini disebabkan karena terjadinya 
pertengkaran atau tidak ada keharmonisan lagi antara suami istri tersebut, 
yang tidak dapat di damaikan oleh juru damai dan tidak ada jalan lain selain 
talak. 
Sedangkan mengenai gugatan perceraian banyak sekali yang bisa di 
ajukan sebagai alasan gugatan, salah satunya adalah pelanggaran atas 
perjanjian perkawinan. Ini disebutkan dalam KHI pasal 51 yang berbunyi : 
“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk 
meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan 
perceraian ke Pengadilan Agama”. 
Perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam KHI itu ada 2, 
diterangkan dalam pasal 45 yakni, Kedua calon mempelai dapat mengadakan 
perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak dan, (2) Perjanjian lain 
yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Taklik talak ialah ucapan suami yang di sampaikan (dibacakan) ketika 
selesai ijab qabul antara suami dengan wali dari isteri pada upacara akad 
nikah. Ucapan suami itu antara lain menyatakan bahwa apabila suami 
selama 6 bulan berturut-turut tidak mempedulikan isteri, atau setelah 3 
bulan tidak memberi nafkah dzohir batin atau telah melakukan penganiayaan 
terhadap isteri dan apabila isteri mengadu, dan setelah ia telah membayar 
uang “iwad”, maka hakim agama menyatakan bahwa talak suami telah jatuh 
                                                          
7 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram  (Jakarta 
Timur: Darus sunnah Prees, 2015), 12 

































satu kali kepada isteri. Dengan demikian perceraian dapat berlaku 
dikarenakan pelanggaran terhadap taklik talak.8 
Dalam Pengadilan Agama di Indonesia taklik talak masuk dalam 
peraturan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian taklik talak bukan 
salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali 
taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat di cabut kembali. Namun 
demikian taklik talak tidak dengan sendirinya dapat memutuskan ikatan 
perkawinan jika terjadi pelanggaran atau terjadi hal-hal yang dikehendaki 
dalam taklik.9 
Didalam Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat 
MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, pada tanggal 23 Rabi’ul Akhir 1417 H. 
bertepatan dengan 7 September 1996, berpendapat bahwa: 
1. Materi yang tercantum dalam sighat taklik talak pada dasarnya telah 
di penuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No.1/1974 tentang 
Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan 
Agama. 
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian taklik talak bukan 
merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3). 
 
Selain itu, MUI juga menyarankan bahwa pengucapan sighat taklik 
talak, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri), 
                                                          
8 Hilman Adikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 179 
9 Abdurrahim dan Masrukhin , Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 4  (Jakarta: Cakrawala 
Publishing,2015), 31 

































saat sekarang ini tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah 
pembentukan keluarga bahagia sudah di bentuk BP4 dari tingkat pusat 
sampai dengan tingkat kecamatan”.10 
Berbeda halnya dengan pasal 24 Peraturan Menteri Agama No.11 
tahun 2007 yang berbunyi: 
1. Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan 
dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu 
lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah 
dilaksanakan. 
2. Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menadatangani sigat 
taklik, isteri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar 
dilakukan sighat taklik.11 
Dalam peraturan ini memang tidak ada kata-kata yang mengharuskan 
seorang suami mengucapkan sighat taklik talak, tetapi ada unsur yang 
mengandung keharusan bagi seorang suami seperti dalam hal pembacaan 
sighat taklik tidak boleh diwakilkan meskipun qobul itu diwakilkan. 
Kontekstualisasi munculnya perdebatan perlu atau tidaknya 
mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah lebih pada pertimbangan 
waktu yang di butuhkan, bukan masalah materi. Sebab di beberapa daerah 
jumlah pegawai pencatat nikah belum seimbang dengan kebutuhan, 
ditambah dengan kebiasaan pelaksanaan perkawinan pada bulan-bulan 
                                                          
10 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pengucapan Sighat Taklik Talak Pada Waktu 
Upacara Akad Nikah (Jakarta: 7 september 1996) 
11 Pasal 24 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 

































tertentu. Bahkan di beberapa daerah ada keyakinan bahwa pelaksanaan 
perkawinan di yakini harus di laksanakan dalam jam dan menit tertentu. 
Sementara kalau di laksanakan di luar waktu atau jam dan menit tersebut 
mengakibatkan atau minimal di khawatirkan mengakibatkan perkawinan 
tidak langgeng atau kurang berhasil. Dalam kondisi dan dalam upaya 
menjembatani keyakinan sejenis ini para penghulu berinisiatif awalnya 
sighat taklik talak dibacakan tetapi tidak harus di depan penghulu. Sebab 
waktu untuk membacakan sighat taklik talak cukup menyita waktu bagi 
penghulu. Akhirnya lama kelamaan tradisi membaca sighat taklik talak 
semakin memudar, dan akhirnya lahirnya fatwa MUI tersebut di atas.12 
Untuk itu, apakah pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 
11 tahun 2007 yang berisi tentang penolakan suami untuk membaca sighat 
taklik talak apakah sudah efektif di berlakukan di Negara kita. Karena ada 
ketidak cocokan antara PMA dengan fatwa MUI tersebut. Dan juga 
bagaimana tanggapan dari kepala KUA yang merupakan penanggung jawab 
di KUA yang tugasnya adalah menaungi berbagai permasalahan dalam 
pernikahan, salah satunya adalah masalah pengucapan atau pembacaan 
taklik talak dalam pasal 24 ayat 2 tersebut. 
Dari latar belakang masalah itulah penulis ingin membuat skripsi 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 ayat 2 
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 
(Studi di KUA Surabaya)”. 
                                                          
12 Khoirudin Nasution, Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian 
Perkawinan  (UNISIA, Vol. XXXI No. 70 Desember 2008), 339 


































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang 
dapat penulis identifikasikan dalam hal ini, sebagai berikut : 
a. Sighat taklik talak 
b. Penolakan pembacaan sighot taklik talak oleh suami. 
c. Keefektivan  pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 11 
tahun 2007 tentang pencatatan nikah di kota Surabaya 
d. Tinjauan hukum Islam terhadap Keefektivan  pasal 24 ayat 2 
Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan 
nikah di kota Surabaya 
 
2. Batasan Masalah 
Dari beberapa masalah yang dapat di identifikasikan penulis di atas 
dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi 
kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi 
masalah dalam hal berikut ini:  
a. Efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 
2007 tentang pencatatan nikah (Studi di KUA Surabaya) 

































b. Tinjauan hukum Islam terhadap Efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan 
Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah 
(Studi di KUA Surabaya) 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, 
kiranya dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 
11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah di KUA Surabaya? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Efektivitas pasal 24 ayat 2 
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan 
nikah? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk 
mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis 
yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan 
tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Sejauh ini ada banyak 
penulis yang membahas tentang taklik talak, namun sampai saat ini penulis 
belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji 
tentang pembacaan sighat taklik talak atau yang sama dengan penulis bahas. 

































Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum 
pembuatan skripsi di antaranya: 
1. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian 
Karena Suami Melanggar Taklik Talak (Studi Putusan 
3560/Pdt.G/2012/PA. BL)”, ditulis oleh: Moch Choirul Fahmi 
(C01213049) mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. 
Pada skripsi ini di bahas tentang  Hakim dalam menolak gugatan 
putusan nomor 3560/Pdt.G/2012/PA.BL dengan alasan-alasan gugatan 
yang telah di putus dengan perkara Nomor : 486/Pdt.G/2012/PA BL., 
tanggal 13 September 2012, maka alasan-alasan yang dipakai 
Penggugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dalam 
perkara ini di anggap “Nebis in idem “.13 
2. Skripsi dengan judul “Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak 
Sebagai Perjanjian Perkawinan”, ditulis oleh Mujahidin (10340156) 
mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Pada 
skripsi ini peneliti membahas tentang pandangan hukum secara umum 
tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, baik itu dari segi 
pengucapan sighot maupun cara pelaksanaannya. Dalam fatwa MUI 
telah menjelaskan bahwa pembacaan  sighat taklik talak untuk saat ini 
tidak di butuhkan lagi, Karena untuk pembinaan keluarga sejahtera 
sekarang sudah dibentuk lembaga BP4 dari kecamatan. Namun lain 
                                                          
13 Moch. Choirul Fahmi, Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami 
Melanggar Taklik Talak (Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)  (Skripsi- UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2018) 

































halnya yang ada dibeberapa masyarakat, taklik talak seperti sebuah 
keharusan yang ada di setiap perkawinan. Bahkan bisa di pastikan 
bahwa dalam setiap akad nikah sesudahnya pasti ada pengucapan sighot 
taklik talak. Dari sinilah penulis ingin membahas taklik talak menurut 
yuridis sebagai perjanjian perkawinan.14 
3. Selanjutnya adalah skripsi dengan judul “Pengaruh Taklik Talak 
Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan 
Pisangan Ciputat)”, ditulis oleh Ronika Putra (104044101441) 
mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Disini 
penulis mencoba membahas pengaruh adanya taklik talak terhadap 
keutuhan rumah tangga. Dan juga melihat bahwa taklik talak adalah 
sebagai jaminan dari suami yang menyatakan ia sangggup 
melaksanakan kewajiban kepada isteri dan keluarga. Kalupun tidak, ia 
sanggup menerima akibat yang sesuai dengan apa yang ia ucapkan 
dalam sighot taklik talak sesudah akad pernikahan.15 
4. Selanjutnya adalah Skripsi dengan judul “Taklik Talak Sebagai 
Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia Pasal 45)”, ditulis oleh Nihayatul Ifadhloh 
(122111103) mahasiswa UIN Wali Songo pada tahun 2016. Pada skripsi 
ini penulis membahas tentang perbandingan antara KHI dengan UUP 
tahun 1974 dalam masalah taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. 
                                                          
14 Mujahidin, Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan  (Skripsi- 
UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta, 2014) 
15 Ronika Putra, Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga 
Kelurahan Pisangan Ciputat)  (Skripsi- UIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2008) 

































Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat 
keterangan yang menjelaskan bahwa taklik talak merupakan salah satu 
macam dari perjanjian perkawinan. Kemudian jika kita melihat dari 
buku yang berjudul “surat perjanjian” karya Dadang Sukandar di 
jelaskan bahwa yang di maksud dengan perjanjian perkawinan hanya 
terbatas pada harta perkawinan dan pelaksanaannya dilakukan sebelum 
terjadinya suatu hal, hal ini kontra dengan yang ada pada KHI 
(Kompilasi Hukum Islam) yang dijelaskan pada Pasal 45 bahwa: 
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan 
dalam bentuk : 
(1) Taklik talak 
(2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Dari kedua dasar hukum tersebut yaitu UUP Tahun 1974 dengan 
KHI perlu penjelasan lebih lanjut. Mengingat adanya hal yang tidak 
sinkron dari keduanya yaitu penjelasan yang di rasa kurang “gamblang” 
di dalam peraturan Undang-Undang.16 
5. Kemudian skripsi dengan judul (Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik 
Talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, skripsi oleh; Sahro 
Rizal Hidayat, Universitas Mataram). Dapat di tarik kesimpulan dari 
skripsi ini bahwa ulama fiqh membahas taklik talak dan terjadi banyak 
perbedaan pendapat. Tidak sedikit pendapat yang pro dan kontra dalam 
                                                          
16 Nihayatul Ifadhloh, Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)  (Skripsi- UIN Wali Songo, Semarang, 2016) 

































hal ini. Adapun dasar hukum taklik talak sebagai berikut, Al-Quran 
Surat An-Nisa ayat 128 dan Pasal 45 KHI, adapun yang membahas 
taklik talak sebagai alasan perceraian dibahas dalam Pasal 116 KHI, 
sedangkan UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tidak ada yang 
membahas taklik talak sebagai alasan perceraian.17 Di dalam skripsi ini 
taklik talak lebih di fokuskan pada terhadap salah satu alasan perceraian 
sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan yang telah 
disepakati bersama. 
Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas tentang Taklik 
talak, namun ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini berbeda, 
yakni : 
1. Penelitian ini membahas tentang keefektivan pasal 24 ayat 2 PMA 
Nomor 11 tahun 2007 di kota Surabaya. 
2. Yang di jadikan data inti dari penelitian ini adalah dari pendapat atau 
pemahaman beberapa kepala KUA yang berdomisili di Surabaya 
3. Dan juga penelitian ini mempunyai acuan kepada Hukum Islam, bukan 
kepada hukum positif maupun hukum adat. 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama 
Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah diSurabaya. 
                                                          
17 Sahro Rizal Hidayat, Pelanggaran Perjanjian Kawin (Taklik Talak) Sebagai Salah Satu Alasan 
Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (skripsi, 
fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013) 

































2. Supaya paham mengenai tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas pasal 
24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang 
pencatatan nikah. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan 
untuk hal-hal sebagai berikut : 
1. Aspek Teoretis 
Hasil penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam 
bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah, terutama terutama dalam persoalan 
penolakan pembacaan sighat taklik talak. Hasil penelitian ini juga di 
harapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus bahan 
pengembangan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi 
dengan skripsi ini. 
2. Aspek Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 
wacana bagi perkembangan dunia hukum, sekaligus memberi 
sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta 
mengembangkan pengetahuan tentang penolakan pembacaan sighat 
taklik talak yang terdapat dalam pasal 24 ayat 2 PMA Nomor 11 tahun 
2007 tentang pencatatan nikah, khususnya bagi para penghulu atau 
orang yang menangani permasalahan yang serupa. 
 

































G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam 
memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta 
penjelasan terhadap judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas 
Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 
Tentang Pencatatan Nikah (Studi di KUA Surabaya)”, sebagai berikut : 
1. Hukum Islam yang di maksud di sini adalah hukum atau aturan-aturan 
yang di ambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga pendapat-pendapat dari 
ulama fikih dari berbagai madzhab yang membahas tentang munakahat 
(perkawinan), lebih spesifik lagi adalah yang membahas tentang taklik 
talak. 
2. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 
membahas tentang pencatatan perkawinan yang pada pasal tersebut 
menjelaskan bahwa jika suami menolak untuk membaca dan 
menandatangani sighat taklik talak, maka isteri bisa mengajukan 
keberatan ke Pengadilan. 
3. Yang di maksud dengan Efektivitas pasal 24 ayat 2 adalah bagaimana 
keefektivan pasal tersebut di kota Surabaya. Cara mengetahui keefektivan 
tersebut adalah dengan cara wawancara ke beberapa kepala KUA yang 
berada di Surabaya. 
Jadi pemahaman tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas pasal 24 
ayat 2 PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah di sini adalah 
bagaimana cara pandang kepala KUA di Surabaya tentang praktek adanya 

































pembacaan sighat taklik talak yang terdapat dalam pasal 24 ayat 2, yang 
mana apabila si suami menolak membacakannya, apakah dalam kondisi 
tersebut di perbolehkan atau tidak. Hal ini kemudian di analisis dengan 
hukum islam yang bersumber dari al-Qur’an, hadist dan juga pendapat para 
ulama’. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang di tempuh dalam 
mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian 
untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk 
memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode penelitian hukum empiris karena penulis meneliti bagaimana 
kerjanya hukum di masyarakat. Karena banyaknya KUA di Surabaya,maka 
penulis membatasinya dengan mengambil data dari 3 KUA. Yang Pertama 
adalah KUA Wonokromo, karena di sini wilayah cakupannya cukup luas. 
Yang kedua adalah KUA Simokerto, di sini mewakili KUA kelas B di 
Surabaya. Dan yang terakhir adalah KUA Tegal Sari karena di sini terletak 
di Surabaya Pusat dan penduduknya juga cukup banyak.  
Dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
1. Data yang di kumpulkan 
Supaya dalam pembahasan skripsi ini dapat di pertanggung 
jawabkan maka data yang peneliti kumpulkan adalah sebagai berikut : 

































a. Data berupa pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 
tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam perspektif hukum islam 
b. Data berupa pendapat kepala KUA di Surabaya terhadap efektivitas 
pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 
tentang pencatatan nikah yang di tinjau dalam hukum Islam. 
2. Sumber Data 
Karena dalam penelitian ini menggunakan metode empiris, maka 
sumber data yang di butuhkan dalam penelitian terdiri dari dua sumber 
yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 
a. Sumber primer  
Sumber primer di sini penulis dapatkan langsung dari subjek nya, 
yakni wawancara dengan kepala KUA yang berada di Surabaya. 
Karena pembahasan dalam skripsi ini mengambil dari pemahaman 
atau bagaimana pandangan dari kepala KUA tentang efektivitas 
pasal 24 ayat 2 PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan 
nikah, yang dalam pokoknya pasal tersebut membahas penolakan 
pembacaan sighat taklik talak yang di lakukan oleh suami. Dan juga 
bagaimana cara pandangan mereka (kepala KUA Surabaya) 
mengenai praktek tersebut, kemudian dikaitkan dengan hukum Islam 
yang ada. 
b. Sumber Sekunder 

































Sumber sekunder merupakan sumber penelitian sebagai pendukung 
data primer yang di dapat dari studi kepustakaan. Sumber yang di 
peroleh penulis antara lain :  
1) Fiqh Sunnah (karya sayyid Sabiq), diterjemahkan oleh 
Abdurrahim dan Masrukhin  
2) Kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, karya Muhammad 
bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani 
3) Buku Hukum Perkawinan Dalam Islam, karya Mahmud Yunus 
4) Buku Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, karya 
Taufiqurrohman Syahuri 
5) Buku AHKAMUL FUQAHA "Solusi Problematika Aktual 
Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes 
Nahdlatul Ulama (1926-2004)" karya Djamaluddin Miri. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Interview/wawancara 
Interview ialah cara memperoleh keterangan atau data dari 
efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 
tahun 2007 tentang pencatatan nikah di kota Surabaya dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau 
pewawancara.  
b. Dokumentasi  

































Metode dokumen adalah metode dengan cara memperoleh data 
dengan menelusuri dan mempelajari dokumen maupun catatan. 
Dengan metode dokumentasi, penulis menggunakan beberapa 
dokumen baik yang di dapatkan dari kepala KUA di Surabaya, 
maupun dari catatan yang penulis kumpulkan. 
4. Teknik Pengolahan data 
Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis 
melakukan hal-hal berikut :18 
a. Editing  
Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari 
segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang 
ada dan relevansi dengan penelitian. 
b. Organizing 
Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, 
sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan 
deskriptif. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknis analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif 
analitis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, 
dalam hal ini data yang dipaparkan adalah data tentang pemahaman 
kepala KUA di kota Surabaya mengenai efektivitas pasal 24 ayat 2 
PMA Nomor 11 tahun 2007, kemudian di analisa menggunakan Hukum 
                                                          
18Bambang Sanggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34 

































Islam yakni ketentuan hukum yang dirumuskan dalam al-Qur’an, hadits, 
dan fikih 4 mazhab tentang pernikahan (Munakahat). 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka 
penulis menganggap perlu mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
Bab Pertama memuat Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan seluruh 
isi penelitian secara umum yang terdiri dari: Latar belakang, Identifikasi dan 
batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, 
Kegunaan penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua berisi tentang Taklik talak dalam Hukum Perkawinan Islam, 
yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pengertian taklik talak, dasar 
hukum taklik talak, syarat taklik talak, dan dasar hukum taklik talak. 
Bab ketiga memuat data pendapat kepala KUA Surabaya tentang 
efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tentang 
pencatatan nikah di kota Surabaya , yang mana meliputi: 
a) Profil KUA diSurabaya 
b) Tugas dan Fungsi KUA 

































c) Pendapat kepala KUA Surabaya tentang efektivitas Pasal 24 ayat 2 
Peraturan Menteri Agama, yang meliputi: Pandangan, Dasar Hukum, dan 
pertimbangan  
Bab keempat membahas Tinjauan hukum Islam terhadap Efektivitas 
pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang 
pencatatan nikah. Di dalam bab ini, pembahasannya menjawab dari rumusan 
masalah yang ada di dalam skripsi ini. 
Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang 
kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan 
analisis terhadap data yang diperoleh. Sedangkan saran adalah harapan 
penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan 
suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.  


































TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN TAKLIK TALAK 
 
A. Pengertian Talak Dan Hukum Talak 
Perceraian dalam istilah fiqih disebut t}ala>q atau furqah. T}ala>q berarti 
membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah berarti cerai, lawan dari 
berkumpul. Sedangkan menurut istilah t}ala>q ialah melepaskan ikatan 
perkawinan atau bubarnya perkawinan. Kemudian kedua perkataan ini di 
jadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri. 
Talak dalam istilah bahasa terdapat di dalam Kamus Arab Indonesia, 
talak berasal dari kata ََقَّلَط (bercerai).19 Demikian pula yang terdapat di dalam 
kamus Al-Munawwir, talak berarti berpisah atau bercerai. Kata talak yang 
merupakan isim masdar dari kata t}allaqa, yut}alliqu, tat}li>qan. Jadi kata ini 
semakna dengan kata tahliq yang bermakna "irsa>l"  dan "tarku"  yaitu 
melepaskan dan meninggalkan.20 
Talak menurut syara' dalam buku sayyid Sabiq adalah melepaskan tali 
pernikahan dan mengakhiri tali penikahan suami isteri.21 Sedangkan talak 
menurut istilah ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah 
hilangnya ikatan pernikahan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini 
terjadi dalam hal talak ba'in. sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan 
pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan 
                                                          
19 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/PentafsirAl-Quran, 1973), 239 
20 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 172 
21 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid ke-3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 135 

































berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, 
dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi 
dalam talak raj'i.22  
Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa talak adalah 
memutus tali pernikahan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang 
oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang 
menggantikan kedudukan kata-kata itu yang sesuai dengan ajaran Islam. 
Kemudian masalah hukum talak, di dalam Sunnah banyak sekali 
haditsnya yang menerangkan tentang talak, di antaranya adalah: "Dari Ibnu 
Umar, Rasulullah SAW bersabda: "perbuatan halal yang sangat di benci Allah 
ialah talak". (HR. Abu Dawud dan Hakim dan di sahihkan olehnya)".23 
Sedangkan dalil Ijma' yaitu pensyariatan talak tidak ada perbedaan di 
dalamnya, bahkan para ulama sepakat bolehnya talak, ungkapannya 
menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Dan Ibnu Qudamah 
menyatakan sesungguhnya talak itu di perbolehkan karena bisa jadi rusaknya 
keadaan antara suami dan isteri maka pernikahan itu mengalami kehancuran 
dan kerusakan yang mana di tambah dengan keharusan suami memberikan 
nafkah dan tempat tinggal ,  dan juga menahan isteri dalam keadaan sulit, dan 
menimbulkan permusuhan terus menerus yang tidak ada manfaatnya, maka 
                                                          
22 Abdul Rahman Ghazali,, Fikih Munakahat  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 
192 
23 Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalaini, Bulugh al-Maram (Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah), 223 

































syariat memutuskan hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan atau disebut 
dengan talak untuk menghilangkan kerusakan di dalam pernikahan.24   
 
B. Macam-macam Talak 
Talak itu dapat di bagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. 
Dengan melihat kepada keadaan isteri waktu talak itu di ucapkan oleh suami, 
takitu ada 2 macam: 
1. Talak Sunni 
Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan 
agama, yaitu seorang suami mentalak isterinya yang telah di 
campurinya dengan sekali talak di masa bersih. Di katakan sebagai 
talak sunni itu mempunyai tiga syarat sebagai berikut: 
a. Isteri yang di talak sudah pernah di kumpuli 
b. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak 
c. Talak itu di jatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, dan di 
masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.25 
2. Talak Bid'i 
Talak Bid'i  ialah talak yang di jatuhkan pada waktu dan jumlah 
yang tidak tepat. Talak ini merupakan talak yang di lakukan bukan 
menurut syariah, baik mengenai waktunya maupun penjatuhannya. 
                                                          
24 Ibnu Qudamah, al-Mughni Wa Syarhu al-Kabir juz 7  (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), 233-234 
25 Nur Djaman, Fiqh Munakahat (Semarang:CV. Toha Putra, 1993), 136 

































Ulama sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan melakukannya itu 
dosa.26 
Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali 
kepada mantan isterinya, talak itu di bagi menjadi dua macam: 
1. Talak Raj'i 
Talak raj'i  menurut Muhammad Jawa>d Mughniyah yaitu talak di 
mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya 
(rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam iddah, baik isteri 
tersebut bersedia di rujuk maupun tidak. Hal senada di kemukakan juga 
oleh Ibnu Rusyd bahwa talak raj'i  adalah suatu talak, suami memiliki 
hak untuk merujuk isteri. 
Dalam Al-Quran di ungkapkan bahwa talak raj'i  adalah talak 
satu atau talak dua tanpa di dahului tebusan dari pihak isteri, suami 
boleh rujuk kepada isteri. Dengan demikian dapat di katakana bahwa 
talak raj'i  adalah talak di mana si suami di beri hak untuk kembali 
kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih 
dalam masa iddah. 
2. Talak Ba'in 
Talak ba'in, yaitu jenis talak yang dapat di rujuk kembali karena 
talak tiga, talak ini memutuskan ikatan pernikahan, kecuali dengan 
pernikahan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak qabla 
                                                          
26 Daly Puenoh, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 331 

































dukhul  (menikah tetapi belum di senggamai kemudian di talak).27 Dan 
talak ba'in yang terdapat dalam KHI terbagi menjadi dua yaitu: 
a. Talak Ba’in Sughra, yakni talak yang tidak boleh di rujuk tetapi 
boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 
masa iddah. 
b. Talak Ba'in Kubra, yakni talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. 
Talak jenis ini tidak dapat di rujuk dan tidak dapat di nikahkan 
kembali, kecuali apabila pernikahan itu di lakukan setelah bekas 
isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian 
ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya. 
Kemudian talak yang di tinjau dari ucapan suami, talak terbagi 
menjadi dua bagian yakni:  
1. Talak Sharih, yakni talak yang di ucapkan dengan jelas, sehingga 
karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat di artikan lain, kecuali 
perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada isterinya, 
"aku talak engkau atau aku ceraikan engkau". 
2. Talak Kinayah, yakni ucapan talak yang di ucapkan dengan kata-
kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut 
dapat diartikan lain, seperti ucapan suami "pulanglah kamu" dan 
sebagainya. 
 
                                                          
27 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, (Semarang: CV. As-Syifa, 1986), 
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C. Rukun dan Syarat Talak 
Rukun dan syarat  talak ialah unsure pokok yang harus ada dalam talak 
dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang di 
maksud. Rukun talak itu ada empat, yakni: 
1. Suami (orang yang mentalak) adalah yang memiliki hak talak dan berhak 
menjatuhkannya. 
2. Isteri (orang yang di talak) adalah isteri sendiri, tidak jatuh talak jika 
ditujukan kepada isteri orang lain. 
3. Sighat ialah kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap isterinya 
yang menunjukkan talak 
4. Sengaja, artinya bahwa ucapan talak itu memang di maksudkan oleh 
orang yang mengucapkan talak, bukan untuk maksud lain.28 
 
D. Pengertian Taklik Talak 
Sajuti Thalib dalam bukunya "Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku 
Bagi Umat Islam", mengemukakan bahwa taklik talak secara terminologi 
terdiri atas dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata arab 
'allaqa, yu'alliqu, ta'li>qan yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak 
dari berasal dari kata t}allaqa, yut}alliqu, tat}li>qan yang berarti mentalak, 
                                                          
28 Abdul Rahman Ghazali,, Fikih Munakahat  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),  
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menceraikan atau kata jadi "perpisahan". Maka dari sisi bahasa taklik talak 
berarti talak yang di gantungkan.29 
Adapun taklik talak secara terminologi sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya al-Fiqh al-Islami Wa 
adillatuhu adalah suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya 
dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dengan memakai kata-kata 
syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan 
suami pada isterinya "jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu 
tertalak.30  
Kemudian dalam kamus istilah fiqih disebutkan bahwa taklik talak 
adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh 
apabila hal itu terjadi. Contohnya suami berkata kepada isterinya “Engkau 
tertalak bila saya tidak memberimu belanja dalam masa tiga bulan”. Maka 
jika suami genap tiga bulan tidak member nafkah kepada isterinya, jatuhlah 
talak suami31 
Dari beberapa pendapat di atas, dapatlah di rumuskan bahwa taklik 
talak adalah suatu pernyataan talak yang di ucapkan oleh suami, di mana 
pernyatan tersebut di gantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya di 
mungkinkan terjadi di waktu yang akan datang. 
                                                          
29 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam (Jakarta; Yayasan 
Penerbit Universitas Indonesia, 1974) 119-120. 
30 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 1997, jilid 9) 6968 
31 M. Abdul Mujid, Mabruru Thalhah syafi’ah AM, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 1994, cet ke 1) 366 

































Sedangkan pengertian taklik talak yang di praktekkan di Indonesia 
berbeda dengan pengertian taklik talak yang ada dalam kitab fiqih. 
Sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian taklik 
talak adalah: “perjanjian yang di ucapkan calon mempelai pria setelah akad 
nikah yang di cantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang 
digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa 
yang akan datang”.32   
 
E. Dasar Hukum Taklik Talak 
Di dalam hukum Islam tidak terdapat dalil yang menerangkan secara 
jelas mengenai taklik talak, tetapi menurut penulis taklik talak yang berlaku 
di Indonesia di dasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 128 yang 
berbunyi : 
                                
                         
          
 
Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz 
atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan 
perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi 
mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu 
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari 
nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.33 
 
                                                          
32 Kompilasi Hukum Islam, (Ditbinpapera Depag RI, 2000), 13 
33 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya , (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 282 

































Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi 
taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti 
suatu talak yang di gantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang 
memang mungkin terjadi yang telah di sebutkan terlebih dahulu dalam suatu 
perjanjian yang telah di perjanjikan terlebih dahulu.34 
Dan juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari 
pasal 45 sampai pasal 46 bahwa taklik talak adalah perjanjian perkawinan. 
Dalam pasal 45 berbunyi "Kedua calon mempelai dapat mengadakan 
perjanjian perkawinan dalam bentuk : 
a. Taklik talak dan 
b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam". 
Dilanjutkan dengan Pasal 46, yang berbunyi: 
1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. 
2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi 
kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-
sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan 
Agama. 
3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap 
perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak 
dapat dicabut kembali. 
Yang kemudian juga di kuatkan dengan peraturan menteri agama no 11 
tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dalam pasal 23 menerangkan bahwa 
                                                          
34 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam (Jakarta: Yayasan 
Penerbit Universitas Indonesia, 1974), 118 

































taklik talak dapat di lakukan oleh suami dan akan sah jika taklik talak 
tersebut di tanda tangani oleh suami. 
Isi dari Pasal 23 tersebut yakni: 
1. Suami dapat menyatakan sighat taklik. 
2. Sighat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami. 
3. Sighat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama. 
4. Sighat taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak dapat dicabut kembali. 
Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai 
hukum taklik talak. Mereka ada yang membolehkan dan ada yang 
menolaknya, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Perbedaan tersebut 
sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam yang 
disebabkan oleh banyak macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri. Selain 
di sebabkan oleh macam dan sifat taklik talak, para ulama' yang tidak setuju 
dengan adanya taklik talak juga berpendapat bahwa dasar hukum taklik 
talak tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini di ungkapkan oleh 
Abu M. Ibn Hazm Ibn Yahya Ibn Aziz dan al-Syafi'i.35 
Sedangkan jumhur ulama berpendapat apabila seorang telah 
mentaklikkan talaknya kepada seseorang yang ada dalam wewenangnya dan 
telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai yang di kehendaki oleh mereka 
masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik 
talak, baik taklik itu berupa sumpah (taklik talak qasami) maupun berupa 
                                                          
35 Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Ditbinbapera, 2000), 13 

































syarat (taklik talak syarthi).36 Dalil yang di gunakan jumhur ulama untuk 
memperkuat pendapat mereka tersebut adalah Firman Allah SWT dalam 
surat Al-Baqarah ayat 229: 
                      
 
Artinya : "Talak yang dapat dirujuki adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk 
kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang 
baik…."  
 
Ulama berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak dengan dua 
formulasi di atas. Jumhur Ulama berpendapat bahwa dua bentuk taklik yang 
di kaitkan dengan talak/janji, apabila yang di taklikkan terjadi maka 
talaknya jatuh. Sedangkan Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyah 
berpendapat bahwa taklik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah 
(qasam) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar kifarat 
sumpah dan taklik yang di dalamnya terkandung syarat yang di maksudkan 
untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang di syaratkan, maka 
talak tersebut jatuh.37 
Mahmoud Syaltout dalam bukunya Perbandingan Madzhab Dalam 
Masail Fiqh  menjelaskan bahwa sekiranya seorang suami telah 
mengucapkan taklik talak ketika akad nikah di langsungkan dan bentuk 
perjanjian itu telah di sepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu di 
                                                          
36 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 223 
37 Syaefudin Haris,Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Hukum Islam Ditinjau Dari 
Hukum Perjanjian  (Jakarta: PT. Toba Group, Jurnal ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, 
Desember 2013), 351 

































anggap sah. Jika taklik talak di katagorikan sebagai suatu perjanjian 
perkawinan hal itu di karenakan di ucapkannya secara serta merta saat 
berlangsungnya perkawinan. Taklik talak di lihat dari segi esensinya sebagai 
perjanjian yang di gantungkan sebagai syarat dengan tujuan utamanya 
melindungi istri dari kemadharatan karena tindakan sewenang-wenang 
suami yang umumnya di pandang memiliki kekuasaan untuk menceraiakan 
istri.38 
 
F. Syarat Dan Tujuan Taklik Talak 
Talak taklik di nyatakan sah jika memenuhi 3 syarat berikut, yaitu: 
1. Menggantungkan syarat pada sesuatu yang belum ada, tetapi mungkin 
akan terjadi pada masa yang akan datang. Jika menggantungkan syarat 
pada sesuatu yang telah ada ketika talak di ucapkan, umpamanya seorang 
suami berkata, “jika matahari terbit, maka engkau di talak” dan memang 
pada saat yang bersamaan matahari sudah terbit, maka ucapan tersebut di 
kategorikan sebagai talak tanjiz (secara langsug), meskipun di ucapkan 
dalam bentuk taklik. Jika menggantungkan syarat pada sesuatu yang 
mustahil terjadi, maka ucapan talak tersebut di anggap sia-sia (tidak sah). 
Contoh: suami berkata, “jika ada unta masuk kedalam lubang jarum, 
maka engkau di talak.” 
2. Wanita yang di talak adalah isteri yang sah dan dapat di jatuhi talak. 
                                                          
38 Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh, 
(Penerjemah; Ismuha, Jakarta; Bulan Bintang, 1973),  218. 

































3. Wanita yang di talak dalam status sebagai isteri ketika syarat taklik 
dijatuhkan.39 
Muhammad Yusuf Musa mengemukakan pendapatnya bahwa taklik 
talak yang di ucapkan suami dapat membawa konsekuensi jatuhnya talak 
suami kepada isteri apabila di penuhi syarat sebagai berikut: 
a. Bahwa yang di taklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika taklik 
di ucapkan tetapi di mungkinkan terjadi pada masa yang akan datang. 
b. Pada saat taklik talak di ucapkan obyek taklik (isteri) sudah menjadi isteri 
sah bagi pengucap taklik. 
c. Pada saat taklik talak di ucapkan suami isteri berada dalam majelis 
tersebut.40 
Kemudian ada pendapat yang berbeda lagi mengenai syarat, yakni dari 
Tihani dan Sohari Sahroni dalam bukunya Fikih Munakahat yang 
mengatakan bahwa ada 4 syarat yang harus ada dalam taklik talak, yaitu:  
a. Perkaranya belum ada dan syarat yang di gantungkan kepada talak tidak 
memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya mungkin terjadi di 
kemudian hari jika perkaranya telah nyata ada ketika di ucapkan kata-
kata talak, seperti "jika matahari terbit engkau tertalak". Jika 
kenyataannya matahari sudah nyata terbit, ucapan yang seperti ini di 
                                                          
39 Abdurrahim, dan Masrukhin. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala 
Publishing, 2015), 29 
40 Syaefudin Haris,Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Hukum Islam Ditinjau Dari 
Hukum Perjanjian  (Jakarta: PT. Toba Group, Jurnal ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, 
Desember 2013), 351 

































golongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun di ucapkan dalam bentuk 
taklik. 
b. Hendaknya ketika lahirnya akad (talak), isteri dapat di jatuhi talak. 
Misalnya karena isteri berada dalam pemeliharaannya atau sewaktu taklik 
di ucapkan, perempuan yang akan di talak masih dalam kekuasaan dan 
ikatan perkawinan suaminya. 
c. Suami yang menalak adalah suami yang sah dari isteri yang akan di talak. 
d. Dengan adanya niat atau maksud suami menggucapkan perkataan 
tersebut ialah dengan niat untuk menjatuhkan talak kepada isteri.41  
Sedangkan syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur 
dalam peraturan menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai 
berikut : 
“sesudah akad nikah, saya....bin...berjanji dengan sepenuh hati, bahwa 
saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan saya akan 
pergauli istri saya bernama...bin...dengan baik (mu’asyaroh bil ma’ruf) 
menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik 
atas istri saya itu sebagai berikut: 
Sewaktu-waktu saya: 
1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; 
2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 
3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; 
                                                          
41 Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),  243 

































4) Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan 
lamanya; 
Kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada 
Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus 
pengaduan itu dan pengaduannya di benarkan serta diterima oleh Pengadilan 
atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- 
(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah 
talak satu saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya 
kuasakan untuk menerima upah iwadh (pengganti) itu dan kemudian 
menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk 
keperluan ibadah sosial."42 
Setiap perbuatan sudah barang tentu mempunyai tujuan. Taklik talak 
yang di ucapkan oleh suami setelah di langsungkannya akad nikah merupakan 
perjanjian seorang suami kepada isterinya dengan syarat-syarat tertentu dan 
taklik talak yang di ucapkannya itu berkaitan dengan waktu tertentu sebagai 
syarat di jatuhkannya talak, kalau syarat itu sesuatu yang mustahil terjadi, 
maka sia-sialah syarat itu dan talak tidak jatuh. Seperti "jika ada unta masuk 
dalam lubang jarum, maka engkau tertalak".43 \ 
Sulaiman Rasyid dalam buku Penerapam Hukum Acara Perdata di 
lingkungan Pengadilan Agama karya Abdul Manan, menjelaskan bahwa 
praktik penyelesaian perkara taklik talak sekarang ini banyak sekali terjadi 
hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh 
                                                          
42 Dikutip dari Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kementrian Agama RI 
43 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma'rifat, juz VIII) 233 

































syariat islam, menurutnya sekiranya perjanjian taklik talak itu bertujuan 
melindungi pihak istri dari perbuatan sewenang-wenang suami, karena 
sebenarnya masih banyak cara lain dalam agama Islam yang dapat di pakai 
untuk melindungi kaum yang lemah, termasuk istri yang di perlakukan tidak 
sewajarnya oleh suami, tapi dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam lebih 
menjadikan taklik talak dan memilihnya sebagai salah satu cara yang dapat di 
gunakan untuk melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang suami. 
Alasan menjadikanya taklik talak sebagai salah satu alterntif untuk 
melindungi istri karena taklik talak juga merupakan sebuah perjanjian 
perkawinan di mana hal ini menjadikan suami (seharusnya) tidak melakukan 
suatu hal sewenangnya sendiri karena sudah terikat dengan perjanjian yang di 
bacakan dan di tandatanganinya.44 
Adanya taklik talak dapat menolong kaum istri dari perbuatan 
sewenang-wenang suami. Sebagaimana dahulu banyak terjadi di daerah 
Minangkabau, banyak istri yang hidup terkatung-katung tanpa penjelasan. 
Meskipun staatsblad 1882 nomor 152 yang memberi landasan yuridis 
berahirnya hukum taklik talak telah dicabut dengan Undang-Undang nomor 7 
tahun 1989, sekarang ini dengan di berlakukanya KHI (Kompilasi Hukum 
Islam) melalui INPRES nomor 1 tahun 1991 yang antara lain mengatur juga 
tentang taklik talak maka taklik talak dapat di katagorikan sebagai hukum 
tertulis. Orang yang mengucapkan taklik talak itu tidak menjatuhkan 
talaknya pada saat orang itu mengucapkanya tapi di gantungkan talaknya 
                                                          
44 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, (Jakrta; 
Kencana, 2005, Ed; Rev, cet 3) 397. 

































pada syarat-syarat tertentu yang jika nanti terpenuhi maka jatuhlah 
talaknya.45 
Dengan adanya hak untuk bisa menceraikan suaminya, Islam 
memberikan ruang yang sama-sama dalam taraf kedilan untuk hak dan 
kewajiban masing-masing.46 Perumusan sighat taklik talak sebagaimana yang 
terahir di terapkan dalam perturan Menteri Agama Republik Indonesia No 
411 tahun 2000 adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 
Kompilasi Hukum Islam di anggap telah memadai dan relevan, dengan asas 
Pasal 46 ayat 2 tersebut maka bentuk taklik talak yang berada di luar 
ketetapan Departemen Agama seharusnya tidak di anggap terjadi atau tidak 
di ketahui keabsahanya. 
 
 
                                                          
45 Ibid, 410 
46 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, Cet 13), 387 


































PENDAPAT KEPALA KUA SURABAYA TERHADAP EFEKTIVITAS 
PASAl  24 AYAT 2 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 
2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH 
 
A. Profil KUA Kota Surabaya 
Ruang lingkup profil Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang 
melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di 
Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah 
kecamatan.  
Adapun jumlah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya ada 31 (tiga 
puluh satu) unit KUA kecamatan: 
Tabel 1.1 
Daftar Nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Surabaya 
No KUA Kecamatan Alamat 
1. Semampir Jl. Wonokusumo tengah No.04 Surabaya 
2 Pabean Cantian Jl. Teluk Sampit 2 Surabaya 
3 Krembangan Jl. Lumba-lumba 66 Surabaya 
4 Bubutan Jl. Kawatan XII/1 Surabaya 
5 Tandes Jl. Bibis Tama No.1 Surabaya 
6 Wonokromo Jl. Gajah Mada Timur N-1 Surabaya 
7 Wonocolo Jl. Margorejo Indah 30 Surabaya 
8 Karangpilang Jl. Mastrip No.50 Surabaya 

































9 Tegal Sari Jl. Kupang segunting 3/9 Surabaya 
10 Sawahan Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya 
11 Genteng Jl. Genteng Kali 59 Surabaya 
12 Gubeng Jl. Bratang Binangun 8/13 Surabaya 
13 Tambaksari Jl. Mendut No.7 Surabaya 
14 Simokerto Jl. Taman Tambak Segaran No.2 Surabaya 
15 Sukolilo Jl. Gebang Putih No.8 Surabaya 
16 Rungkut Jl. Rungkut Asri Utara I/4 Surabaya 
17 Kenjeran  Jl. Bulak Banteng Lor Masjid No.7 
Surabaya 
18 Benowo Jl. Tengger No.17 Surabaya 
19 Lakarsantri  Jl. Lontar Lidah Kulon 19 surabaya 
20 Tenggilis Mejoyo Jl. Prapen Indah No.2 Surabaya 
21 Gunung Anyar Jl. Rungkut Menanggal Harapan T/31 
Surabaya 
22 Mulyorejo Jl. Wisma Permai 98 Surabaya 
23 Asemrowo Jl. Asem III No.3-7 Surabaya 
24 Sukomanunggal Jl. Simo Mulyo I/59 Surabaya 
25 Wiyung Jl. Mastrip No.1888-F Surabaya 
26 Dukuh Pakis Jl. Dukuh Kupang Barat 284 Surabaya 
27 Jambangan Jl. Kebonsari Elveka IV/54 Suarabaya 
28 Gayungan Jl. Cipta Menanggal III/1 Surabaya 

































29 Bulak Jl. Memet Sastrowiryo 85 Surabaya 
30 Pakal Jl. Raya Raci Benowo No.24 Surabaya 
31 Sambikerep Jl. Made Utara RT.03 RW.04 Surabaya 
   
Di Kota Surabaya ini Kantor Urusan Agama Kecamatan berjumlah 31 
(tiga puluh satu) unit kantor KUA, judul skripsi peneliti yakni tentang 
pemahaman kepala KUA Surabaya yang mana ke 31 (tiga puluh satu) KUA 
diatas tersebut peneliti batasi 3 (tiga) Kepala KUA yakni Kepala KUA 
Kecamatan Tegal Sari, Kepala KUA Kecamatan Wonokromo, dan Kepala 
KUA Kecamatan Simokerto yang dikira sudah cukup untuk mewakili 
beberapa KUA tentang pemahaman terhadap pasal 24 ayat 2 mengenai 
penolakan pembacaan sighat taklik talak. 
 
B. Tugas dan Fungsi KUA 
1. Tugas 
Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan 
sebagaimana di jabarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 
517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama 
Kecamatan. Dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 
adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas 
melaksanankan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten 
atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. 


































Dalam menjalankan tugas seperti tersebut diatas maka Kantor 
Urusan Agama Kecamatan melaksanakan fungsi sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi 
b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 
pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan. 
c. Melaksanakan pecatatan nikah dan rujuk 
d. Mengurus dan membina masjid 
e. Mengurus dan membina zakat 
f. Mengurus dan mengawasi wakaf 
g. Mengurus dan membina kegiatan ibadah dan sosial ataupun 
kependudukan 
h. Mengurus pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan 
yang di tetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan 
penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi. Kantor Urusan 
Agama Kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni 
menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan 
ibadah haji dan pembinaan produk halal. Kantor Urusan Agama 
kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Kantor Departemen  Agama Kabupaten atau Kota yang 
dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam. 

































C. Pendapat Kepala KUA Terhadap Efektivitas Pasal 24 ayat 2 Peraturan 
Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 
 
1. Pendapat Kepala KUA Tegalsari 
Pendapat yang pertama yakni dari kepala KUA Tegal Sari, 
menurut pengalaman beliau sebagai kepala KUA dan sering juga menjadi 
saksi ahli di pengadilan agama, bahwa keberadaan sighat taklik talak 
seperti tidak berlaku di Pengadilan Agama. Sighat taklik talak meskipun 
dalam akad nikah tidak di baca kalau sudah masuk dalam pengadilan 
agama ranah perceraian itu  tidak pernah di ungkit-ungkit. Dari pihak 
hakim sendiri apabila melakukan sidang perceraian itu mengambil dari 
kasus atau kejadian yang ada, seperti si suami memukul isteri, 
meninggalkan isteri selama 2 tahun, dan lain-lain.  
Meskipun kejadian tersebut sudah ada dalam isi sighat taklik 
talak, tetapi proses penyelesaiannya dalam pengadilan agama itu sama 
seperti sidang cerai yang lain apabila alasan cerai itu menggunakan taklik 
talak. Karena hakim juga tidak memutuskan perkara apabila tidak ada 
buktinya, entah itu dari pengakuan saksi maupun dari pengakuan 
tergugat. 
Dan menurut pendapat beliau pribadi, eksistensi sighat taklik 
talak itu sebenarnya tidak perlu. Beliau menyatakan bahwa nikah itu 
untuk selamanya, dengan dasar didalam UU No.1 tahun 1974 pasal 1 
yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

































dengan soerang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa".  
Materi yang terdapat dalam sighat taklik talak seperti kita tidak 
boleh kasar/memukul, tidak boleh meninggalkan isteri selama 2 tahun, 
itu sebenarnya adalah kewajiban si suami kepada isteri. Jadi tanpa 
adanya sighat taklik talak pun si suami tidak boleh melakukan larangan 
yang terdapat dalam materi sighat tersebut. 
Didalam ijab qabul, wali atau penghulu yang menikahkan 
dianjurkan untuk membaca kalimat "Uzawwijuka 'ala ma> amara lahu bihi 
min imsa>kin bi ma'ru>fin aw tasri>hin bi ihsan" , yang artinya kau akan ku 
nikahkan atas perintah Allah untuk menjaga pernikahan itu dengan baik, 
atau kalaupun harus berpisah dengan cara yang baik pula.  
Kepala KUA Tegal sari pernah di beri saran oleh Prof. Dr. HM 
Roem Rowi, MA yang merupakan ahli tafsir sekaligus guru besar UIN 
Sunan Ampel,  ketika menikahkan seseorang dengan menggunakan 
kalimat di atas, tidak perlu memakai kata tasri>hin bi ihsan (berpisah 
dengan cara yang baik) cukup sampai imsa>kin bi ma'rufin (menjaga 
pernikahan dengan baik) saja. Sebab tujuan nikah itu untuk selamanya 
dan tidak perlu menggantungkan talak atau pisah secara baik-baik. 
Perpisahan itu di lakukan ketika keadaanya darurat (emergency) kalau 
memang rumah tangga tersebut sudah tidak bisa di tata  dan tidak titik 

































temu bagi mereka, baru kemudian tasri>hin bi ihsan (berpisah dengan cara 
yang baik) 
Dari situlah beliau berpendapat bahwa meskipun si suami tidak 
membaca sighat taklik talak, tetapi sudah berniat dan menyetujui adanya 
taklik talak dalam pernikahannya, maka taklik talak tetap sah. Karena 
tidak ada dalil yang mengharuskan taklik talak itu dibaca.47 
 
2. Pendapat Kepala KUA Simokerto 
Pendapat yang kedua dari Kepala KUA Simokerto Abdul Wahid 
Boedin, beliau menjelaskan bahwa masalah sighat taklik talak ini 
sebenarnya telah menjadi pembahasan bahtsul masail tingkat jawa timur 
yang diadakan oleh Kanwil Kementerian Agama bertempat di hotel 
Utami. Yang hadir pada waktu itu adalah Ketua Pengadilan Agama, 
Kepala KUA, Ketua PBNU, Ketua bahtsul masail Jatim, dan para ahli 
hukum Islam lainnya.  
Bahsul masail ini diadakan setelah adanya acara pernikahan putri 
presiden jokowi yakni Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution, yang 
mana setelah ijab qabul Bobby membaca sighat taklik talak yang 
tercantum dibagian belakang buku nikahnya yang bunyinya sebagai 
berikut: 
                                                          
47 Miftahorrohman (Kepala KUA), Wawancara, KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, 7 
Juni 2018. 

































Saya Bobby Afif Nasution bin Erwin Nasution berjanji dengan 
sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli isteri saya yang bernama 
Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan baik (mu'asharah bil ma'ru>f) 
menurut ajaran Islam. 
Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai 
berikut: 
Apabila saya: 
1. Meninggalkan isteri saya selama 2 tahun berturut-turut; 
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya; 
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; 
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 bulan atau 
lebih, 
Dan karena perbuatan saya tersebut, isteri saya tidak ridha dan 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya 
diterima oleh pengadilan tersebut kemudian isteri saya membayar uang 
sebesar Rp. 10 ribu sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka 
jatuhlah talak satu kepadanya. 
Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk 
menerima uang 'iwadl (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada 
Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.  
Kemudian, wakil presiden Jusuf Kalla yang menjadi saksi pada 
waktu itu menemukan sedikit kejanggalan di dalam isi sighat taklik 
tersebut. Beliau merasa bahwa iwadh (pengganti) setelah isteri 

































mengajukan ke pengadilan hanya sebesar Rp. 10.000, apakah dengan 
nominal seperti ini setara dengan perkembangan zaman saat ini. Untuk 
itu, pak Jusuf Kalla ingin meninjau ulang hukum sighat taklik talak 
tersebut, terlebih lagi dalam masalah iwadh yang ada di dalamnya. 
Akhirnya, muncullah bahtsul masail yang membahas hal tersebut. 
Salah satu yang menjadi pembahasan dalam bahtsul masail 
tersebut, yakni apakah dengan adanya sighat taklik talak yang di 
gunakan isteri sebagai alasan gugat cerai ini, pengadilan agama secara 
otomatis menerima dan mengabulkan gugatan?. Dari pihak pengadilan 
agama yang hadir itu mengatakan tidak. Hanya saja sighat taklik talak 
di gunakan sebagai alat bukti untuk menguatkan gugatan si isteri di 
Pengadilan Agama. Dan ini juga masih di uji lagi di pengadilan untuk 
membenarkan apakah suami tersebut benar-benar melakukannya atau 
tidak, dengan cara mendatangkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang 
lainnya.  
Sebenarnya masalah sighat taklik talak ini sudah menjadi 
pembahasan di seluruh Indonesia, hanya saja yang sudah melakukan 
diskusi atau bahtsul masail saat ini masih dari Jawa Timur saja. 
Diharapkan setelah adanya kesepakatan di dalam bahtsul masail ini 
dapat menjadi acuan oleh wilayah lain nantinya jika membahas hal yang 
sama. 
Untuk itu, pak Abdul Wahid Boedin menyatakan bahwa jika si 
suami menolak untuk membaca sighat taklik talak di depan umum, 

































maka taklik talak tersebut tetap sah atau berlaku. Meskipun 
eksistensinya saat ini sudah di anggap tidak terlalu penting juga. Kalau 
suatu saat isi dalam sighat taklik talak tersebut terjadi dan isteri 
mengajukan ke pengadilan, prosedur yang digunakan hakim sama seperti 
perkara gugat cerai. 
Sedangkan mengenai tujuan taklik talak yakni melindungi pihak 
isteri dari perbuatan semena-mena suami, walaupun tanpa adanya taklik 
talak pihak isteri sebenarnya sudah dilindungi. Melindunginya adalah 
ketika si suami ini sudah di ikat dengan yang namanya akad nikah, maka 
disitu sudah ada hak dan kewajibannya. Haknya wanita itulah yang 
melindunginya dan itu merupakan kewajiban dari suami. Seperti 
member nafkah, tidak menyakiti atau memukul itu adalah kewajiban 
suami. Ketika sudah akad nikah maka suami harus melakukannya.48 
 
3. Pendapat Kepala KUA Wonokromo 
Pendapat yang terakhir yakni dari Kepala KUA Wonokromo, pak 
Moh. Ali, menurut beliau sebenarnya sighat taklik itu tidak termasuk 
rukun dalam pernikahan, artinya tidak dibaca pun tidak apa-apa. 
Seandainya dibaca pun itu tidak berpengaruh juga kalau tidak diajukan di 
pengadilan. Jadi, ketika sighat taklik talak itu di baca dan di tanda 
tangani, kemudian terjadi betul apa yang telah ada dalam sighat taklik 
                                                          
48 Abdul Wahid Boedin (Kepala KUA), wawancara, KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, 
8 Juni 2018 

































tersebut, si isteri harus mengajukan ke pengadilan terlebih dahulu, tidak 
bisa langsung jatuh talak kepada isteri. 
Menurut peraturan sendiri, kalau suami bersedia di adakan taklik 
talak, maka ia harus membaca dan menandatangani. Karena didalam akta 
nikah sendiri berbunyi membaca dan menandatangani. Di dalam akta 
nikah yang sekarang memang seperti itu, tetapi untuk yang lama sebelum 
tahun 2007 isinya itu ada 2, yakni bersedia membaca dan 
menandatangani atau hanya tanda tangan saja tidak perlu membaca.  
Sebenarnya sudah ada peraturan Dirjen yang menyatakan bahwa 
sighat taklik talak tidak wajib dibaca oleh suami. Secara psikis, dengan 
adanya taklik talak, perkawinan yang sejatinya adalah sesuatu yang 
bersifat kekal menjadi bertentangan, karena sejak awal pengantin sudah 
menggantungkan talaknya yang berarti ada unsur perpisahan.  
Tetapi, beberapa bulan kemarin pak moh. Ali mengikuti 
pembinaan di Semarang bersama dengan H. Muhammadiyah Amin 
Direktur Jendral Bimbingan Masyrakat Islam Kementerian Agama RI, 
salah satunya membahas tentang taklik talak. Pak Muhammadiyah 
menyatakan bahwa beliau ingin membuat peraturan Dirjen baru yang 
mewajibkan si suami membaca sighat taklik talak.. Karena banyaknya 
angka perceraian dan banyak isteri yang di telantarkan oleh suaminya. 
Dan juga pak Muhammadiyah pernah datang ke acara pernikahan 
yang dimana penghulu tersebut tidak menawarkan kepada mempelai 
untuk membaca maupun menandatangani sighat taklik talak. Untuk itu, 

































beliau ingin juga mewajibkan bagi semua penghulu untuk menawarkan 
kepada calon pengantin yang akan menikah. Karena menurut beliau hal 
itu di rasa sangat penting, makanya beliau ingin membuat peraturan 
dirjen yang baru untuk mengahapus peraturan dirjen yang lama. 
Kemudian, lanjut pak Moh. Ali yang juga ikut bahtsul masail 
sama seperti kepala KUA Simokerto dan Tegalsari, mengatakan bahwa 
hakim yang hadir pada waktu itu menerangkan jika sementara pasal 
tentang taklik talak tidak terlalu urgen, karena ada maupun tidak ada 
sighat taklik talak itu sama saja. Jadi apabila ada orang yang ingin 
menggugat dengan alasan taklik talak itu prosesnya sama dengan gugat 
cerai. 
Untuk itu, menurut pendapat pak Moh.Ali pribadi, meskipun 
suami menolak membaca sighat taklik talak itu tidak menjadi masalah. 









                                                          
49 Moh. Ali (Kepala KUA), Wawancara, KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, 22 juni 
2018 


































TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PASAL 24 
AYAT 2 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 
TENTANG PENCATATAN NIKAH 
 
 
A. Analisis Efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 
tahun 2007 tentang pencatatan nikah 
 
Pada pasal 24 ayat 2 PMA nomor 11 tahun 2007 mengatakan bahwa: 
"Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sighat 
taklik, isteri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan 
sighat taklik". Permasalahan yang kita bahas di sini adalah apabila si suami 
tidak mau/menolak untuk membacakan sighat taklik talak, apa konsekuensi 
dalam sighat taklik talak tersebut.  
Di sini kita temukan bahwa ada kata "membaca dan menandatangani", 
kata penghubung "dan" ini merupakan penambahan yang berarti kita harus 
melakukan kedua hal tersebut tidak boleh salah satu. Kecuali kalau kata 
hubung itu menggunakan "atau", maka boleh memilih salah satu. Tetapi 
dalam pasal sebelumnya, yakni pasal 23 ayat 2 di sebutkan bahwa sighat 
taklik di anggap sah apabila di tanda tangani oleh suami. Dalam pasal ini 
tidak ada kata membaca, cukup menandatangani saja. Kalau memang sighat 
taklik talak itu sah jika di tanda tangani oleh suami saja, kenapa dalam pasal 
24 harus ada kata membacanya. 

































Kemudian di jelaskan lagi dalam pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: 
"Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan 
penandatanganan taklik talak oleh suami, di lakukan pada waktu lain di 
hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah di 
laksanakan". Dari sini kita mengetahui bahwa pasal ini seakan-akan 
mewajibkan sighat taklik talak itu dibaca oleh suami, padahal dalam hal 
qabul saja suami bisa mewakilkan mengapa dalam hal membaca taklik talak 
harus dilakukan oleh suami, padahal taklik talak bukan termasuk rukun dari 
pernikahan. Dan lebih parahnya lagi adalah pembacaan dan penandatanganan 
sighat itu di lakukan di tempat yang sama saat akad nikah di langsungkan 
jika suami tidak hadir dalam ijab qobul. 
Di Indonesia membaca takik talak merupakan suatu hal umum, karena 
di Indonesia di pahamkan bahwa yang di maksud dengan taklik talak adalah 
suami yang mengikatkan diri dengan pihak istri. Kemudian dari masa 
kemasa sejak zaman Belanda taklik talak semakin di evaluasi, dan ahirnya 
dengan di kukuhkanya Kompilasi Hukum Islam taklik talak dimasukkan 
dalam penjelasan perjanjian perkawinan, bukan lagi sebagai alasan 
perceraian, namun ketika suami melanggar isi taklik talak dan istri tidak 
ridho, istri dapat mengajukan ke pengadilan atas tindakan suaminya yang 
mengingkari taklik talak yang telah di ucapkannya. Suatu bentuk yang tajam 
dari taklik talak ini adalah ketika hanya di berikan kepada salah satu pihak 
saja, seperti dari pihak istri yang hanya bergantung pada ketika istri tidak 

































rela, padahal hal itu terkadang bisa saja hanya masalah sepele yang di anggap 
istri menyakitinya. 
Dulu memang membaca taklik talak adalah hal yang sudah wajar di 
lakukan di kalangan masyarakat, tetapi untuk saat ini sudah jarang berlaku. 
Bahkan menurut pendapat dari beberapa kepala KUA di kota Surabaya, 
bahwa membaca sighat taklik talak pada masa sekarang sudah tidak terlalu 
penting didalam pernikahan. Menggugat ke pengadilan dengan alasan suami 
melanggar taklik talak, sudah jarang bahkan sudah tidak di pakai lagi di 
pengadilan saat ini. Sebab, jika mengajukan gugatan dengan alasan seperti 
itu, hakim tetap menanyakan bukti apakah si suami tersebut benar-benar 
melakukan hal yang di larang dalam sighat taklik talak tersebut atau tidak. 
Dengan cara mendatangkan saksi-saksi maupun bukti lainnya. Jadi, talak 
tidak langsung terjadi sebelum ada bukti terlebih dahulu. Proses taklik talak 
ini sama dengan proses gugat cerai di Pengadilan Agama. 
Bukan hanya dalam kalangan Kepala KUA saja, sebenarnya 
permasalahan taklik talak mulai dari pembacaan, materi, bahkan sampai 
'iwadh sudah lama menjadi pembahasan para ahli hukum Islam di Indonesia. 
Jika memang taklik talak itu penting, seharusnya ada peraturan yang 
mengatur secara gamblang dan rinci mulai dari tata cara sampai sanksi jika 
ada yang melanggarnya. Tetapi sampai saat ini, baik dalam undang-undang, 
KHI, maupun peraturan lainnya hanya membahas sekilas mengenai taklik 
talak. Dalam hukum islam pun tidak ada dalil atau dasar hukum yang 
membahas secara gamblang dan rinci eksistensi dari taklik talak tersebut. 

































Bahkan menurut pengakuan kepala KUA Simokerto Abdul Wahid 
Boedin, di dalam  daftar pemeriksaan nikah yang lama, terdapat pertanyaan 
"apakah sesudah akad nikah bersedia membaca dan menandatangani taklik 
talak". Jika yang besangkutan menjawab iya, maka petugas mencatatnya 
dalam daftar pemeriksaan nikah. Tetapi, utuk form pengisian daftar 
pemeriksaan nikah yang baru, disana tidak ada pertanyaan seperti diatas, jadi 
petugas pun tidak pernah bertanya kepada calon mempelai mengenai 
bersedia atau tidak membaca taklik talak.50 
Dari sini pun bisa kita lihat, bahwa taklik talak untuk saat ini tidak 
terlalu di permasalahkan di dalam perkawinan. Bahkan setelah adanya PMA 
No.11 tahun 2007, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran Dirjen 
Bimas Islam No : DJ 11/HK.00/074/2008 tanggal 30 juli 2008, yang 
menyebutkan bahwa tidak mewajibkan pembacaan sighat taklik talak oleh 
pengantin pria pada saat akad nikah dan cukup ditandatangani karena 
mengganggu kekhidmatan pelaksanaan prosesi akad. Oleh karena itu, klausul 
sighat taklik talak tentang “selanjutnya saya membaca dan seterusnya” itu 
menjadi kontroversi karena seolah-olah acara akad yang sifatnya sakral di 
mentahkan kembali dengan adanya pembacaan sighat. 
Pernikahan itu adalah sesuatu hal yang sakral, kalau sesudah akad 
nikah itu si suami membaca sighat taklik talak di depan umum, seakan-akan 
nikah itu sudah tidak menjadi sakral lagi. Pengantin baru akad nikah kok 
sudah mengucapkan perjanjian berupa talak, seharusnya mereka di ajarkan 
                                                          
50 Abdul Wahid Boedin (Kepala KUA), wawancara, KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, 
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bagaimana caranya agar menjaga hubugan dengan baik bukan malah untuk 
pisah.  
Meskipun surat edaran Dirjen Bimas di atas itu merupakan sebuah 
himbauan dan materi muatannya tidak merupakan norma hukum 
sebagaimana norma dari peraturan perundang-undangan, tetapi itu bisa 
dijadikan alasan kuat untuk tidak membaca sighat taklik talak. Menurut 
Kepala KUA Wonokromo, terkadang peraturan Dirjen itu mengalahkan 
peraturan yang diatasnya seperti Peraturan Menteri Agama. Karena 
pembuatan surat edaran dirjen itu terjadi setelah melihat permasalahan yang 
aktual dimasyarakat.51 
Contohnya seperti pasal 25 PMA No.11 tahun 2007 yang berbunyi: 
"Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah". Untuk saat ini, pasal 
25 tersebut sudah tidak dipakai lagi. Karena dalam daftar pemeriksaan nikah 
sudah tidak ada lagi kolom/isian yang menyatakan sighat taklik talak. 
Seperti yang telah dipaparkan oleh kepala KUA simokerto diatas 
Tetapi di lain pihak, ada juga yang masih berkeinginan untuk 
mewajibkan pembacaan sighat taklik talak, seperti keterangan kepala KUA 
Wonokromo yang mengatakan bahwa menurut Pak Muhammadiyah Amin 
(Dirjen Kemenag RI), pembacaan taklik talak itu penting karena angka 
perceraian dan wanita yang di terlantarkan oleh suami semakin meningkat. 
Sehingga beliau ingin membuat peraturan dirjen baru untuk mengahapus 
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dirjen yang lama.52 Meskipun begitu, sampai sekarang masih belum ada 
peraturan dirjen tersebut. Ini menunjukkan bahwa sampai saat ini taklik 
talak tidak terlalu menjadi masalah. 
Menurut hemat penulis, tidak jadi masalah ketika suami menolak 
membaca sighat taklik talak. Karena taklik talak sendiri itu bukan rukun 
yang harus ada dalam pernikahan, dan juga meskipun sighat taklik taklik 
talak itu dilanggar oleh suami, penyelesaiannya atau prosesnya di pengadilan 
itu sama seperti gugat. Hal ini lah yang membuat pasal taklik talak tidak 
terlalu urgent atau bisa di bilang pasal ini kurang efektif . Kemudian, dengan 
adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam No : DJ 11/HK.00/074/2008 tanggal 
30 juli 2008, maka si suami boleh tidak membaca pada saat akad didepan 
umum, dengan alasan di khawatirkan akan menggangu kekhidmatan 
pernikahan. 
 
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan 
Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah? 
 
Di dalam hukum Islam maupun yuridis¸ tidak ada peraturan yang 
mengatur secara jelas mengenai sighat taklik talak. Karena taklik talak 
sendiri itu bukan merupakan kewajiban atau sesuatu yang harus ada didalam 
pernikahan. Tetapi sekali taklik talak disepakati, maka tidak boleh 
melanggar materi yang ada dalam sighat taklik talak tersebut. Hal ini sudah 
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dijelaskan dalam KHI pasal 46 ayat 3 yang berbunyi: "Perjanjian taklik talak 
bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi 
sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali". 
Mengenai hukum taklik talak dalam islam, di dalam keputusan 
Muktamar Nahdlatul ulama ke-3 di Surabaya pada tanggal 28 September 
1928 M, menjelaskan bahwa perintah penghulu atau naib untuk 
mengucapkan taklik talak itu hukumnya kurang baik karena taklik talak 
sendiri itu hukumnya makruh. Walaupun demikian, taklik talak itu sah, 
artinya apabila di langgar dapat jatuh talaknya.53  
Menurut penulis, Pendapat dalam muktamar yang mengatakan bahwa 
taklik talak hukumnya makruh adalah karena taklik talak di dalamnya 
terdapat unsur sumpah, hal ini di buktikan dengan dasar hukum yang di 
pakai adalah sebagai berikut: 
a. Dari kitab Fathul Muin yang menyatakan bahwa sumpah itu hukumnya 
makruh kecuali dalam bai'at (sumpah setia sampai mati), jihad, 
menganjurkan kepada kebaikan dan kejujuran dalam gugatan 
(pengadilan).54 
b. Sumpah itu hukumnya makruh sebagaimana firman Allah: "janganlah 
kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahnya sebagai penghalang…" 
(Al-Baqarah: 224), kecuali dalam hal ketaatan, seperti melaksanakan 
                                                          
53 Djamaluddin Miri, AHKAMUL FUQAHA "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, 
Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)"  (Surabaya: LTN NU 
Jawa Timur, 2004), 38  
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yang wajib dan yang sunnat, serta meninggalkan yang haram ataupun 
makruh. Maka dalam hal ini sumpah itu merupakan suatu ketaatan.55 
Jika kita melihat taklik talak itu di bagi menjadi dua yaitu qasami> yang 
berarti sumpah dan shart}i> atau yang di jelaskan untuk mejatuhkan talak di 
waktu terjadinya syarat. Meskipun mayoritas ulama membenarkan bahwa 
taklik talak yang mengandung unsur sumpah di dalamnya itu sah hukumnya. 
Tetapi ada juga beberapa ulama yang berbeda pendapat. Menurut Ibnu 
Taimiyyah (ulama' fikih Madzhab Dzahiri) dan Ibnu Qayyim (ulama' 
madzhab Hanbilah) menjelaskan, "Talak taklik yang mengandung arti 
sumpah di nyatakan tidak sah dan seseorang yang mengucapkannya wajib 
membayar kafarat (tebusan) sumpah, jika yang di sumpahkan menjadi 
kenyataan. Kafarat atas sumpahnya adalah dengan memberi makan kepada 
sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka. Jika tidak 
mampu, maka ia wajib berpuasa selama tiga hari." 56 
Berkaitan dengan talak bersyarat, kedua ulama' ini mengatakan, "Talak 
bersyarat di anggap sah jika yang di syaratkan telah terpenuhi." Ibnu 
Taimiyyah berkata, "Lafal talak yang bisa di ucapkan oleh seseorang 
manusia ada tiga:  
Pertama, ucapan tanjiz dan irsal. Misalnya, seseorang berkata, "engkau 
di talak". Kalimat ini dapat menjatuhkan talak, karena kalimat ini bukan 
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56 Abdurrahim, dan Masrukhin. “Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 4”  (Jakarta: Cakrawala 
Publishing, 2015), 29 

































sumpah dan orang yang mengucapkannya tidak wajib membayar kafarat 
menurut kesepakatan para ulama. 
Kedua, ucapan taklik. Misalnya, seseorang berkata, "saya akan 
menjatuhkan talak kepadamu jika saya berbuat begini". Ucapan ini menurut 
para ahli linguistic masuk dalam kategori sumpah. Sebagian ulama dan 
masyarakat awam menganggapnya sebagai sumpah. 
Ketiga, ucapan taklik. Misalnya, seseorang berkata, "jika saya berbuat 
demikian, maka isteri saya ditalak". Jika ucapan ini dimaksudkan sebagai 
sumpah, maka makruh hukumnya menjatuhkan talak sebagaimana makruh 
hukumnya bagi seseorang mengalihkan hutangnya dengan sumpah. Jadi, 
hukum talak seperti ini sama dengan hukum talak pertama yang oleh para 
ulama fikih telah sepakat di anggap sebagai sumpah. 
Jika syarat yang dimaksudkan dalam taklik talak sudah terpenuhi, 
maka ucapan taklik tersebut tidak di anggap sebagai sumpah. Umpamanya 
seorang suami berkata, "jika engkau memberi seribu kepada saya, maka 
engkau ditalak," atau "jika engkau berzina, maka engkau ditalak". Dalam 
ucapan ini yang di maksudkan adalah menjatuhkan talak ketika berbuat 
maksiat, bukan sekedar sumpah kepada isterinya. Oleh sebab itu, ucapan itu 
bukan termasuk sumpah dan tidak perlu membayar kafarat menurut ulama' 
fikih yang kami ketahui. Talaknya di anggap sah jika syaratnya telah 
terpenuhi. 
Dari dua macam taklik talak yaitu talak qasami> dan talak shart}i>, taklik 
talak yang ada di Indonesia dan di rumuskan dalam akta nikah terlihat lebih 

































menyerupai dari taklik talak shart}i> karena jika kita lihat, taklik talak shart}i> 
lebih menggantungkan suatu hal pada sebuah syarat-syarat tertentu, 
maksudnya ketika perbuatan suami memenuhi salah stau syarat dalam isi 
sighat taklik talak maka dapat dikatakan talak akan jatuh (dengan syarat ada 
laporan ke pengadilan agama). Namun jika kita lihat pada pengertian taklik 
talak qasami> yang mana mendorong seseorang berbuat sesuatu atau 
mencegah seseorang berbuat sesuatu nampaknya tidak sama dengan rumusan 
isi taklik talak yang disusun dalam akta nikah, karena dalam awalan sighat 
taklik talak itu ada kalimat “sewaktu-waktu” berarti waktu itu menunjukkan 
hal yang akan datang. 
Kemudian dalam masalah materi dalam sighat taklik talak, para pihak 
suami istri tersebut harus mengetahui isi dan maksudnya agar dengan 
demikian bisa dapat menjadi hukum yang mengikat para pihak yang 
bersangkutan, jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian taklik 
talak maka di anggap perjanjian itu tidak ada dan batal demi hukum, 
sebagaimana kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa:  
 ُةَر ْ بِعلاُُِفُُِدو ق علاُُِدِصاَقَمِللُُِناََعلماَوَُُلُُِظاَفَللأِلُُِناََبلماَو" " 
Artinya: "yang dianggap ada dalam akad (perjanjian) adalah maksud 
pengertianya, bukan berdasarkan ucapan dan bentuk katanya". 
 
Di lihat dari substansinya perjanjian taklik talak pada dasarnya 
merupakan perjanjian suami istri yang bersifat sukarela, dan ada tidaknya 
ditentukan oleh para pihak suami istri yang bersangkutan. 

































Mengenai hal tersebut, didalam buku Kang Santri terbitan lirboyo, 
terdapat penjelasan mengenai taklik talak yang salah satu pembahasannya 
mengambil referensi dari kitab Fathul Mu'in Wa Hasiyah I'anatut Thalibhin 
jus 4 yang berbunyi: "Jika seseorang (suami) menuliskan kalimat talak sharih 
maupun kinayah, dan dia tidak ada niat untuk menjatuhkan talak, maka 
tulisan itu tidak berdampak apapun. Maksudnya tidak menyebabkan 
terjadinya talak, hal itu selagi kalimatnya tidak diucapkan, baik saat proses 
penulisan talak tersebut setelahnya , pada kalimat talak yang sharih (jelas). 
Hanya saja bisa di benarkan pengakuan seseorang yang berkata: "saya 
bermaksud untuk membaca yang tertulis itu, bukan membaca kalimat 
talaknya". Sebab hal demikian masih dimungkinkan." 57 
Kemudian menurut pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan dan 
mensahkan taklik talak apabila telah terpenuhinya syarat-syarat taklik talak 
apabila belum terpenuhinya syarat taklik talak tersebut maka tidak sah taklik 
talak itu, mengemukan bahwa salah satu syarat sahnya taklik talak itu harus 
dengan adanya niat atau maksud suami mengucapkan perkataan tersebut 
ialah dengan niat menjatuhkan talak kepada isteri.  
Kemudian penulis mengutip di dalam buku Fikih Sunnah Sayyid 
Sabiq, yang mengatakan bahwa dalam masalah talak, madzhab Hambali dan 
Imam Malik mensyaratkan adanya keridhaan terhadap apa yang di ucapkan 
oleh orang yang menjatuhkan taklik talak, kesadaran atau maksud dan di 
sertai dengan keinginan. Jika keinginan dan kehendak untuk menalak tidak 
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ada, maka sebuah talak yang di jatuhkannya di anggap sia-sia (tidak sah). 
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi: 
                     
Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk talak), maka 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." 
 
Kehendak merupakan sesuatu yang terdapat dalam hati, yang di 
kemukakan oleh seseorang untuk di lakukan. Tentunya, hal yang sedemikian 
membutuhkan kemauan yang kuat untuk melakukan apa yang di niatkan atau 
meninggalkannya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya segala perbuatan 
tergantung pada niatnya." 
Talak merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan niat, sedangkan 
orang yang bermain-main, dia tidak mempunyai kehendak, apalagi niat. 
Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas, 
َاَنٍَاَُُقلآَطلاُنَعَُُِرطَو  
Artinya: "Sesungguhnya talak di lakukan dengan di sertai tekad dan niat". 
Untuk itu, yang terpenting dalam talak tersebut adalah niat, meskipun 
taklik talak tersebut di ucapkan, tapi kalau yang bersangkutan tidak ada 
niatan untuk menjatuhkan talak maka sia-sia hal tersebut. Begitu juga 
dengan taklik talak, kalau suami atau isteri tersebut tidak menyetujui maka 
taklik talak tersebut tidak ada. Menyetujui tersebut kalau di Indonesia 
adalah dengan cara mengisi "bersedia atau ya" dalam kolom perjanjian taklik 

































talak yang terdapat di akta nikah. Meskipun tanpa di ucapkan pun taklik 
talak tetap di anggap sah apabila sudah di setujui.  
Jadi, ketika suami menolak untuk membaca sighat taklik talak di 
dalam perkawinan, itu tidak menjadi masalah. Karena disini penulis tidak 
menemukan adanya dalil yang mewajibkan suami untuk membaca sighat 
taklik talak. Hanya saja ulama' berselisih pendapat tentang hukum sah 
tidaknya taklik talak secara umum, sedangkan untuk membacanya tidak di 
permasalahkan. 
Dan untuk masalah efektivitas yang terdapat dalam pasal 24 ayat 2 
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, menurut pendapat dari 
beberapa kepala KUA di Surabaya dan pendapat dari ulama' yang penulis 
temukan adalah sama, yakni tidak terlalu mempermasalahkan adanya 















































A. Kesimpulan  
Dari uraian yang telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat di 
ambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-
permasalahan yang telah di rumuskan dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Pasal 24 ayat 2 yang membahas tentang taklik talak ini menurut 
pendapat penulis, saat ini kurang efektif jika di terapkan. Karena taklik 
talak untuk saat ini adalah bukan masalah yang urgent. Dan bahkan di 
dalam penngaplikasiannya menurut pendapat beberapa kepala KUA di 
Surabaya, mengatakan bahwa pengucapan atau pembacaan sighat taklik 
talak saat pernikahan tidak terlalu di tekankan kepada suami. Bahkan 
saat pemeriksaan daftar nikah pun petugas tidak menawarkan apakah 
memakai sighat taklik talak atau tidak. Karena pengucapan sighat 
taklik talak menurut beberapa kepala KUA dapat menggangu 
kekhidmatan atau bisa di artikan megurangi kesakralan dalam 
pernikahan. 
2. Kurang efektifnya pasal 24 ayat 2 tersebut, menurut hukum Islam yang 
penulis kemukakan ternyata tidak menjadi suatu permasalahan. Karena 
masalah pembacaan sighat taklik talak tidak ada dalil dalam Al-Quran 
maupun hadist yang mengaturnya secara rinci. Bahkan dalam ulama 
Madzhab pun tidak ada yang membahas, karena memang taklik talak 

































bukan merupakan kewajiban dalam pernikahan. Yang terpenting di 
dalam talak adalah niat atau maksud dari yang melakukan, bukan dari 
ucapannya. Jika suami tersebut tidak niat untuk menjatuhkan talak 
maka sia-sia talak tersebut. Hal ini menurut penulis sama dengan taklik 
talak karena masih dalam satu konteks yakni talak.  
 
B. Saran 
Melihat eksistensi dari sighat taklik talak yang dalam pasal 24 PMA 
No.11 Tahun 2007 yang untuk sekarang ini tidak terlalu penting, maka 
sebaiknya pemerintah khusunya dari menteri agama segera merevisi 
peraturan tentang taklik talak. Karena dalam kondisi saat ini peraturan 
tersebut sudah tidak relevan lagi. Mulai dari 'iwadh sampai keharusan untuk 
membaca dan menandatangani. Apalagi salah satu pasal dalam PMA No.11 
tahun 2007 sudah tidak dipakai lagi. Untuk itu, pemerintah harus lebih 
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